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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

. a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakw~.Daéerah dan
Retribusi Daerah, pajak Parkir  mertpakan jenis pajak
yang dapat dipungut oleh pemerintah.kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut
di atas berdasarkan Pasal 95 Ayat«1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009{"perlu, menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak PatKir;

: 1. Undang-Undang Nomotr™8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 198L¢Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndenesia Nomor 3209)

2. Undang=tndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagilian Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik® Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ‘tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara ‘\Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Womor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah“terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahuny, 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Fahwun', 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara®Nomor4844);

Undang-Undang Nomors/33 *Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan “antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.._‘(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahup-2004.Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republikindonesia Nomor 4438);

Undang-Undang *Nomor 33 Tahun 2007 tentang
PembentukanyKabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemors 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nmor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan  Kabupaten
Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran® jNemor 03
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata. Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2008«Nomer03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran, Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI RESAWARAN

MEMUTWSKAN :

Menetapkan : PERATURAN \DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB |
KATENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.
29

Daerahhadalah Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang
bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan, “tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat, parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokek usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk ‘pényediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu~kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Subyek pajak adalah orang pribadi atautbadan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadivatau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengans=Ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan_adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data, objeks dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai_kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek pajak
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat™, ‘disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar‘darl ‘pada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat,STPD’adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau~kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan “perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat“Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang ‘Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar, Surate=lagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan,‘keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap Surat,RPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat\Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah»Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat “Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotengansatau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Rembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untbk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
Kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang
terjadi serta menemukan tersangka



